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  c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Panitia 
Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah atas usul anggota setelah 
mendengar pertimbangan Badan Musyawarah dan 
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
 

  d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Jawa Tengah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah. 

 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- 
Peraturan Negara Tahun 1950  Halaman 86-92); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);   
 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6197); 
 

  4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 
(Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 83);  
 

  5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 14); 
 

  6. Peratuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peratuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratuan Menteri 
Dalam Negeri  Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157);  
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